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 ABSTRAK 
 
Sebagai daerah yang otonom desa berhak mendapatkan sumber pendapatan, baik 
dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kekayaan milik desa merupakan aset desa 
yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang hingga 
mendatang. Untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian 
desa, maka didirikanlah lembaga sesuai amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014  
bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Perencanaan, pendirian dan pelaksanaan 
diprakarsai oleh masyarakat desa. Kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya 
desa yang belum dimanfaatkan, serta tersedianya sumber daya manusia yang 
mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang menjadi 
kajian dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad 
Mudhᾱrabah Muqayyadah Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama VI Kec. 
Madang Suku III Kab. Oku Timur Sumatera Selatan dan 2. Bagaimana Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan 
Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Penelitian ini 
termasuk penelitian lapangan (field reserch) yang dilakukan pada masyarakat 
serta pihak BUMDes di desa Batumarta VI  Untuk mendapatkan data yang valid 
digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis 
menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Praktik kerjasama Mudhᾱrabah Muqayyadah 
antara pihak BUMDes dan masyarakat pengelola pada awalnya adalah pihak 
BUMDes ingin menjadikan usaha pertamini tersebut bermanfaat bagi masyarakat 
sekitar, oleh karena itu pihak BUMDes mencari masyarakat yang memang 
membutuhkan pekerjaan untuk mengelola usaha pertamini, lalu terpilihlah 
beberapa masyarakat yang akan menjalankan usaha tersebut. Bentuk akad yang 
terjadi dalam perjanjian ini adalah akad secara lisan dan tertulis antara pihak 
BUMDes dan masyarakat pengelola, yang di dalam surat itu dijelaskan bahwa 
pembagian hasil dari usaha yang didirikan BUMDes hasilnya adalah 55% untuk 
pihak BUMDes dan 45% untuk masyarakat pengelola. Namun, dalam praktiknya 
yang terjadi di lapangan setelah usaha pertamini sudah berjalan dengan baik dan 
keuntungannya semakin besar, pembagian 45% itu hanya terjadi di awal saja 
setelah itu pada bulan-bulan selanjutnya pembagiannya sudah tidak sesuai dengan 
akad awalnya. Kesimpulannya adalah bahwa tinjauan hukum Islam tentang 
pelaksanaan akad Mudhᾱrabah Muqayyadah atau kerjasama bagi hasil usaha 
antara BUMDes dan masyarakat pengelola merupakan kerjasama yang belum 
sesuai dengan syariat Islam. dalam hal ini, akad sudah sesuai dengan hukum Islam 
tetapi praktiknya pihak BUMDes tidak memberikan hak pembagian yang sesuai 
kepada masyarakat dengan akad awal yang sudah ditentukan hal ini tidak 
dibenarkan dalam syariat Islam serta tidak sesuai dengan asas al‟adalah di dalam 
akad dan juga tidak sesuai dengan syarat sahnya mudhārabah dimana pembagian 
keuntungan harus dijelaskan di awal dan dalam praktiknya harus sesuai dengan 
akad tersebut. 
   
   
 MOTTO 
 
 َيلَع ْاُونَواََعتَوٱ  ِربۡل  َوٱ   ىَوۡقَّتل  َيلَع ْاُونَواََعت َلََوٱ ِمۡث ِۡلۡ  َوٱ  ِن  َوۡدُعۡل  
 
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.1 (Q.S 
Al-Mᾱidah (5):2) 
 
  
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 106. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul 
skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci 
terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 
ini. 
Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pelaksanaan Akad Mudhᾱrabah Muqayyadah dalam Kerjasama di BUMDes 
Jaya Bersama (Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III 
Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan 
antara lain: 
1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
2
 
2. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul 
tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini berlaku 
dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.
3
 
3. Akad berasal dari bahasa Arab al‟ᾱqad yang artinya perikatan, perjanjian, 
dan permufakatan.
4
 
                                                             
2
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) Cet II, h.1470 
3
 Mohammad Rusfi, Pengertian Hukum Islam, Al-Adalah Vol. Xiii, No. 2, Desember 
2016, h.241. 
4
 A Warson Al-Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia Al Munawir (Yogyakarta: 
Ponpes Al-Munawir, 1984), h.197. 
 4. Mudhᾱrabah muqayyadah adalah akad kerjasama bagi hasil yang 
dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik 
modal dengan pengelola, dimana nisbah keuntungan bagi hasil dari akad 
itu disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya 
ditanggung oleh pemilik modal.
5
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan 
akad bagi hasil mudhᾱrabah muqayyadah dalam Kerjasama di BUMDes Jaya 
Bersama adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Dalam Kerjasama bagi hasil mudhᾱrabah muqayyadah di BUMDes 
Jaya Bersama, kesepakatan yang tertulis dipembagian hasil yang 
ditetapkan BUMDes dengan masyarakat pengelola sudah sangat jelas dan 
benar, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil 
mudhᾱrabah muqayyadah awal, dimana praktik yang dilakukan di 
dalamnya ada unsur ketidakadilan BUMDes Jaya Bersama kepada 
masyarakat pengelola, oleh karena itu jika praktik pelaksanaan pembagian 
hasil yang berlangsung tidak adil, maka secara tidak langsung praktik 
tersebut merugikan bagi pihak yang lemah. 
 
 
 
                                                             
5
 Naf‟an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 
Cet-1, h.119. 
 2. Alasan Subjektif 
Ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 
yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan di 
muka bumi, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan 
dengan sesama manusia seperti dalam jual beli, bagi hasil dan lain sebagainya. 
Untuk mendapatkan dan menggunakan harta yang menjadi milik hamba 
tersebut, Allah telah menetapkan sistem dan aturan yang harus diikuti oleh 
manusia. Aturan tersebut tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Saw. 
Dalam bentuk prinsip dan asas muamalah. Berdasarkan prinsip-prinsip dan 
asas tersebut manusia bias mengembangkan sistem yang dapat menampung 
kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
6
 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas 
penduduknya bermukim di pedesaan. Sehingga gerakan membangun pedesaaan 
dirasa perlu untuk meningkatkan masyarakat pedesaan. Gerakan membangun 
desa bisa terwujud apabila tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah sudah 
terjalin harmonis. Pemerintah bisa berperan penting dalam mensukseskan 
gerakan membangun desa, karena desa berhubungan langsung dengan 
permasalahan masyarakat. 
                                                             
6
 Muhammad Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan 
Harta” Jurnal Al-adalah, Vol. 13, No.2, h. 243. (On-line) Tersedia di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519. (Dikses pada 11 Oktober 
2019 pukul 13.00 WIB). 
 Dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan desa maka diperlukannya partisipasi dari masyarakat untuk 
mensukseskan program pembangunan. Partisipasi bisa dimaknai dengan 
masyarakat ikut andil dengan proses pembuatan keputusan, pelaksanaan 
keputusan, dan menikmati hasil dari pembangunan. Dalam upaya untuk 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Pemerintah melalui 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
membuat suatu badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi yang dikelola 
oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Badan tersebut didirikan untuk 
meningkatkan perekonomian dan aset desa. 
Badan usaha yang dimaksudkan oleh kementerian desa yaitu Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa secara bersama-sama dalam 
upaya memperkuat perekonomian desa. 
BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu 
BUMDes dibentuk dengan tujuan:
7
 
1. Meningkatkan perekonomian desa 
2. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa 
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa 
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak 
ketiga Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 
kebutuhan umum warga  
                                                             
7
 Permen Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), Pasal 3. 
 5. Membuka lapangan kerja 
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa 
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 
Landasan dibentuknya BUMDes sesuai dengan UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 
Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi 
kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi 
barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan 
kebutuhan ini diupayakan agar tidak memberatkan masyarakat, mengingat 
BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakan 
ekonomi desa. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka BUMDes 
harus membuat suatu usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan 
keuntungan. Adapun jenis usaha yang dikelola dan disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat yaitu: 
1. Usaha jasa memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), usaha jasa 
keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis 
lainnya. 
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa 
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, 
pertanian, pertenakan, perikanan dan agrobisnis 
4. Industri dan kerajinan rakyat 
 Dalam usaha jasa memenuhi BBM, BUMDes bisa melakukan usaha 
untuk menyediakan BBM. Usaha tersebut bisa berupa perdagangan atau 
kerjasama bagi hasil guna untuk mendapatkan keuntungan. 
Adanya peluang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait 
dengan kebutuhan BBM di desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III 
Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, oleh karena itu berdirilah BUMDes 
yaitu dalam jasa pemenuhan kebutuhan BBM yang bernama BUMDes Jaya 
Bersama. BUMDes Jaya Bersama untuk hal ini berusaha menyediakan BBM 
sebagai kebutuhan masyarakat desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku 
III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan dikarenakan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) yang disediakan oleh pemerintah sangat jauh 
serta terkendalanya akses jalan yang kurang baik. Sementara itu kebutuhan 
BBM di desa tersebut cukulah tinggi. Dalam hal kerjasama bagi hasil, 
BUMDes Jaya Bersama melakukan kerjasama bagi hasil dengan masyarakat 
pengelola.  
Kerjasama bagi hasil merupkan suatu kegiatan yang di dalamnya 
terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam 
membagi keuntungan harus sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang 
dari koridor hukum Islam
8
. 
Mudhᾱrabah muqayyadah adalah akad kerjasama bagi hasil yang 
dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik 
modal dengan pengelola, dimana keuntungan bagi hasil dari akad itu 
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 Sohari Sahari dan Ru‟fah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 
h.177. 
 disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung 
oleh pemilik modal.
9
 
Kerjasama yang dilakukan antara BUMDes dan masyarakat pengelola 
awalnya adalah kerjasama berbentuk bagi hasil yang dapat dikategorikan 
dengan bagi hasil mudhᾱrabah muqayyadah, dimana BUMDes adalah 
pemilik modal serta penentu jenis usaha yang akan dijalankan oleh 
masyarakat pengelola, dan keuntungan bagi hasil tersebut telah disepakati 
dari awal sebesar 45% untuk masyarakat pengelola dan 55% untuk pemilik 
modal. 
Namun praktik yang terjadi dalam usaha pertamini BUMDes yang 
dikelola oleh masyarakat tidaklah sesuai dengan perjanjian awal bagi hasil 
tersebut, karena nyatanya bagi hasil yang awalnya 45% untuk masyarakat 
pengelola ternyata yang diberikan oleh BUMDes hanya 15% dari keuntungan 
bersih usaha pemenuhan BBM tersebut. 
Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum syara‟ sesuai dengan 
firman Allah swt dalam Q.S An-Nisā (4) ayat 58 sebagai berikut: 
                        
                            
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan 
hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh 
Allah maha mendengar, maha melihat”.10 
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 Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti tentang 
pelaksanaan akad bagi hasil usaha BUMDes Jaya Bersama dan bagaimana 
Islam memandang pelaksanaan akad bagi hasil tersebut dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Mudhᾱrabah 
Muqayyadah Dalam Kerjasama Di BUMDes Jaya Bersama” (Studi di Desa 
Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera 
Selatan)”. 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih 
dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 
dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti suatu praktik 
pelaksanaan pembagian hasil akad mudhᾱrabah muqayyadah dalam usaha 
pertamini yang dimiliki oleh BUMDes Jaya Bersama dan dikelola oleh 
masyarakat desa Batumarta VI.  
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad Mudhᾱrabah Muqayyadah Dalam 
Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama VI Kec. Madang Suku III Kab. Oku 
Timur Sumatera Selatan? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad 
Mudhᾱrabah Muqayyadah Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama 
desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur 
Sumatera Selatan? 
 
 F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan bagi hasil 
mudhᾱrabah muqayyadah dalam kerjasama di BUMDes Jaya Bersama 
desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku 
Timur Sumatera Selatan. 
b. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik pelaksanaan bagi hasil 
mudhᾱrabah muqayyadah dalam kerjasama di BUMDes Jaya Bersama 
desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku 
Timur Sumatera Selatan menurut pandangan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai 
sambungan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat 
terdapat praktik bagi hasil yang mungkin akadnya sudah sesuai 
namun praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat 
dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. 
b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau 
signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut: 
 
 1. Signifikasi Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 
pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah 
pembagian hasil akad mudhᾱrabah muqayyadah dalam usaha pertamini 
antara BUMDes dan masyarakat pengelola. 
2. Signifikan Praktis  
Signifikan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi pemilik dan pengelola usaha pertamini untuk meningkatkan 
komitmen kerjasama serta menjalankan hak dan kewajiban yang telah 
disepakati bersama sesuai hukum Islam. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala, atau isu tertentu.
11
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian 
lapangan langsung untuk mengetahui terjadinya kerjasama bagi hasil.
12
 
Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada pihak BUMDes Jaya 
Bersama dan masyarakat pengelola. 
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 1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan.
13
 
b. Sifat Penelitian 
Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap 
dan berlanjut dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu 
sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
14
 Dalam 
penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan Islam 
tentang praktik pelaksanaan akad bagi hasil mudhᾱrabah muqayyadah 
di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Oku Timur Kecamatan 
Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. 
2. Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang di teliti.
15
 Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari 
pihak BUMDes Jaya Bersama dan Masyarakat pengelola. 
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 b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak 
langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.
16
 Peneliti 
menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan 
dengan pelaksanaan praktik kerjasama akad mudhᾱrabah muqayyadah 
di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang 
Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.  
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang 
mempunyai karakteristik yang sama.
17
 Penelitian ini menggunakan 
penelitian populsi, karena semua narasumber diambil sebagai sumber 
data pada penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 
(lima) pengurus BUMDes dan 2 (dua) orang pengelola usaha BUMDes. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan 
dapat dianggap mewakili populasi.
18
 Sehubungan dengan populasi yang 
berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 7 (tujuh) responden maka 
semua responden yang ada dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini 
disebut sebagai penelitian populasi. 
                                                             
16
 Ibid., h.120. 
17
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, S, (Jakarta: UI pres, 2012), h.172. 
18
 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.81. 
 c. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 
pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan 
dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
19
 
Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-
pengamatan tentang praktik pelaksanaan akad bagi hasil 
mudhᾱrabah muqayyadah di BUMDes Jaya Bersama desa 
Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur 
Sumatera Selatan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 
bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). 
Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak BUMDes 
Jaya Bersama dan masyarakat pengelola yang kemudian akan 
dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada masalah yang 
dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak 
tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera sebelumnya di atas 
yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam. 
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 c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 
variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, 
laporan, agenda, dan lainnya.
20
 
d. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 
data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan 
merugikan.
21
 Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-
kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat 
koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Sistematika Data (systemating) 
Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah,
22
 dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
e. Analisis Data 
Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa. 
Matode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
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 dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang 
praktik pelaksanaan akad bagi hasil mudhᾱrabah muqayyadah di 
BUMDes Jaya Bersama. Setelah analisa data selesai maka hasilnya 
akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan 
penginterprestasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut 
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan 
cara berfikir deduktif. 
  
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah 
masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 
harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan 
isinya seperti penggalan dalam firman Allah surat Al-Mᾱidah (5) ayat 1 
sebagai berikut: 
                     
Arinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”23 
 
Kata “akad” berasal dari bahasa Arab al-„ᾱqdu dalam bentuk jamak 
di-sebut al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama 
fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijᾱb dan qobūl 
sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh 
(akibat) hukum dalam objek perikatan.
24
 Rumusan akad di atas 
mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua 
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 belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan perbuatan yang 
akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam 
ijᾱb qobūl, Kesesuaian dengan kehendak syariah, adanya akibat hukum 
pada objek perikatan.
25
 
Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 
transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-
nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang 
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu 
pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, 
seperti jual beli, sewa, wakalah, gadai.
26
 
Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijᾱb (pernyataan 
penawaran atau pemindahan hak kepemilikan) dan qobūl (pernyataan 
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 
berpengaruh pada sesuatu.
27
 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan 
akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 
lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
28
 
2. Dasar Hukum Akad 
Prinsip dasar “akad” adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat 
dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum 
dalam setiap akad. Hal ini tergantung dari segi lazim (mempunyai 
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 kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya 
bersifat lazim, maka berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akad 
yang bersifat jaiz, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk 
kebajikan yang dianjurkan syara‟.29 
Berikut ini adalah dalil-dalil akad yang bersumber dari Al-Qur‟an 
dalam Q.S Al- isrā (17) ayat 34 sebagai berikut: 
                      
               
 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya”.30 
 
Penggalan Q.S Al-Baqarah (2) ayat 177: 
 ...           ...  
Artinya: “...Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji...”.31  
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 Penggalan Q.S Al-Mᾱidah (5) ayat 2: 
                           
         
Artinya: “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”32 
 
Dasar hukum akad berdasarkan hadist: 
 ِنَع ُلْوُسَر َلَاق َلَاق َرَمُع ِنْبا  َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهّللا ُْيَِْمْلْا ُقْوُد َّصلا ُرِجاَّتَلا :َمَّل
 ِءاَدَه ُّشلا َعَم ُمِلْسُمْلا .ِةَماَيِقْلا َمْو َي33 
Artinya: Dari Ibnu „Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW 
“Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para 
syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah) 
 
3. Rukun Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan, 
keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan 
kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai 
berikut:
34
 
a. ʻĂqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri 
dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual 
dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, 
mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang 
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 terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki 
orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang 
memiliki hak. Ījᾱb dan qᾱbul yang oleh hanafiah dipandang sebagai 
satu satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad, 
dialah pelaku dari setiap transaksi. 
Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. 
Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan 
semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian 
akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan 
akad. 
Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad 
tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik 
untuk dirinya sendiri maupun mewakili orang lain. Dengan demikian, 
ada dua hal yang perlu di bahas berkaitan dengan rukun akad yang 
pertama, yakni „ᾱqid, yaitu: 
1. Ahliyyᾱh (kecakapan) 
2. Wilᾱyah (kekuasaan) 
1) Ahliyᾱh (kecakapan) 
Ahliyyᾱh atau kecakapan terbagi kepada dua bagian, yaitu ahliyyᾱh 
al-wujūb dan ahliyyᾱh al-ada‟. ahliyyᾱh al-wujūb adalah 
kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. 
Sedangkan ahliyyᾱh al-ada‟ adalah kecakapan seseorang 
melaksanakan hak dan kewajiban. Secara global orang yang 
 memiliki ahliyyᾱh al-ada‟ adalah orang yang baligh dan berakal 
serta terbebas dari „awᾱlid ahliyyᾱh atau penghalang kecakapan. 
2) Wilᾱyah (kekuasaan) 
a) Pengertian Wilᾱyah 
Wilᾱyah dalam arti bahasa adalah 
 َرْمَلْْا يلَِّو َت  َْوأ ِِهب ُماَيِقْلاَو هيْلَع.35 
Artinya: “Menguasai persoalan dan melaksanakannya”. 
Menurut istilah syara‟, pengertian wilayah itu adalah: 
 ِب ُن َّكَمَت َي ٌةَّيِعْرَش ٌَةطْلُس َيِه ِدْوُقُعْلا ِءاَشِْنإ ْنِم اَه ُبِحاَص ِه  ِتاَفُّرَصَّتلاَو
 ِفْن َتَو ْي ِذ َت ْيَأ اَه ْر ْر َّشلا ِرَاثْلْا ُبِْيت.اَه ْ يَلَع ِةَّيِع36  
Artinya: “Wilayah adalah suatu kekuasaan yang diberikan 
oleh syara‟ yang memungkinkan si pemiliknya untuk 
menimbullkan akad-akad dan tasarruf dan melaksanakannya, 
yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya”. 
 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Wilᾱyah 
adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara‟ kepada seseorang 
yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas 
nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah 
perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan 
karena orang yang berhak melakukan akad, kecakapan 
(ahliyyᾱh al-ada‟-nya) tidak sempurna, misalnya masih 
dibawah umur. Perbedaanya dengan ahliyyᾱh al-ada‟ adalah, 
ahliyyᾱh al-ada‟ merupakan syarat untuk sahnya akad. Apabila 
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 ada ahliyyᾱh al-ada‟ tidak ada maka akad menjadi batal. 
Sedangkan wilᾱyah (kekuasaan) merupakan syarat untuk 
kelangsungan akad dan timbulnya akibat-akibat hukum. 
Syaratnya ia harus memiliki ahliyyᾱh al-ada‟. Apabila 
ahliyyᾱh al-ada‟-nya tidak sempurna, maka ia tidak memiliki 
kekuasaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan 
memandang kepada hubungan antara ahliyyᾱh dan wilᾱyah 
maka hukum akad itu ada tiga macam:
37
 
(1) Apabila orang yang melakukan akad kecakapannya nya 
sempurna dan ia mempunyai wilᾱyah (kekuasaan), maka 
akadnya sah dan dapat dilangsungkan, kecuali apabila di 
dalamnya ada kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini 
orang yang merasa dirugikan tersebut bisa meluluskan 
atau menghalanginya, sehingga akadnya ditangguhkan. 
(2)  Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki 
ahliyyᾱh sama sekali dan memiliki wilᾱyah (kekuasaan) 
maka akad akan menjadi batal, seperti akad yang 
dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum 
mumayyiz. Apabila akad itu dilakukan oleh orang yang 
memiliki ahliyyᾱh al-ada‟ nᾱqishah (tidak sempurna), 
seperti anak mumayyiz, maka akadnya sah apabila 
menguntungkan 100%, dan batal apabila merugikan 
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 100%, serta (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali, 
apabila akadnya itu mungkin menguntungkan dan 
mungkin merugikan. 
(3) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki 
ahliyyᾱh al-ada‟ sempurna, tetapi ia tidak memiliki 
Wilᾱyah (kekuasaan) untuk melakukan transaksi, maka 
adanya itu disebut akad fudhūli, dan hukum akadnya 
ditangguhkan menunggu persetujuan dari orang yang 
memiliki barang. 
b) Macam-macam Wilᾱyah (kekuasaan) 
Wilᾱyah (kekuasaan) terbagi kepada dua bagian: 
(1) Asli, dalam arti seseorang mempunyai kekuasaan 
untuk melakukan akad bagi dirinya, karena ia 
memiliki kecakapan sempurna; 
(2) Perwakilan, dalam arti seseorang mendapat kekuasaan 
untuk mengurus kepentingan orang lain, Wilᾱyah 
perwakilan terbagi kepada dua bagian: 
(a) Ikhtiyᾱriyah, yaitu suatu pemberian kekuasaan 
untuk melakukan tasharruf atas nama orang lain 
dengan sukarela. 
(b) Ijbᾱriyah, yaitu suatu pemberian kekuasaan oleh 
syara‟ atau pengadilan untuk melakukan usaha 
guna kemaslahatan orang yang berada dibawah 
 pengampuan, seperti kekuasaan seorang ayah, 
kakek, atau pemegang wasiat terhadap anak 
dibawah umur, dan kekuasaan hakim atas anak 
yang berada dibawah pengampuan. Dalam contoh 
ini sumber kekuasaan dari ayah, kakek, atau 
hakim adalah syarat, sedangkan sumber 
kekuasaan pemegang wasiat adakalanya atas 
pemilihan oleh ayah atau kakek, atau karena 
pernyataan hakim. 
b. Ma‟qūd „alaih ialah benda-benda yang diakadkan atau objek akad, 
objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau 
tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat ibadah 
harta, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan 
adakalanya bukan ibadah harta, seperti perempuan dalam akad 
nikah, dan adakalanya berupa manfaat, seperti benda yang 
disewakan.
38
 
Dalam kenyataan ini tidak semua benda bisa dijadikan objek 
akad. Hewan babi misalnya bagi muslim tidak bisa dijadikan objek 
akad, karena bukan harta yang boleh diambil manfa‟atnya. 
Perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab 
atau susuan tidak bisa dijadikan objek akad nikah. Benda-benda 
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 yang dibolehkan untuk dijadikan objek akad adalah benda-benda 
yang memenuhi syarat.
39
 
Para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili, 
mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda 
bisa dijadikan objek akad antara lain:
40
 
1. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. Apabila 
benda tersebut tidak ada pada waktu akad maka akadnya tidak 
sah, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan induknya 
karena mungkin lahir dalam keadaan mati, atau buah durian 
sebelum muncul (keliatan) karena kemungkinan tidak berbuah. 
Syarat ini berlaku dikalangan Hanafiah dan Syafi‟iyah, baik 
adanya itu akad mu‟awadhᾱh (tukar-menukar) maupun akad 
tabarrū‟. Akan tetapi, mereka mengecualikan dari ketentuan 
umum ini untuk akad salam (pesanan), ijarᾱh, musᾱqoh, dan 
istishna. Dalam akad-akad ini meskipun barangnya belum ada, 
hukumnya tetap sah dengan berpegang kepada istishna, karena 
akad-akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia.
41
 
Malikiyah mencukupkan syarat yang pertama ini hanya 
dalam akad mu‟awadhah, sedangkan untuk akad-akad tabarru‟ 
seperti hibah dan wakaf, syarat ini tidak diperlukan, yang 
penting barang tersebut mungkin akan ada pada masa datang. 
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 Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkan hal ini. Mereka 
melarang melakukan akad terhadap barang-barang yang 
mengandung penipuan, seperti menjual anak sapi yang masih di 
dalam rahim induknya. Jadi, Hanabilah menitik beratkan syarat 
ini pada adanya unsur penipuan, bukan ada atau tidak adanya 
barang.
42
 
2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan 
ketentuan syara‟, yang dalam istilah fiqh muamalat disebut mᾱl 
mutaqᾱwwim. Apabila objek akadnya bukan mᾱl mutaqᾱwwim, 
maka akadnya batal. Contoh mᾱl ghᾱir mutaqᾱwwim seperti 
babi, bangkai dan minuman keras. Demikian pula apabila objek 
akadnya itu benda-benda mubah yang belum dimiliki, seperti 
burung yang masih berterbangan di udara, ikan di dalam air laut, 
dan kijang di hutan belukar. 
3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada 
waktu akad. Apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada 
waktu akad, maka akad ini menjadi batal. Syarat ini menurut 
kesepakatan fuqaha berlaku dalam akad-akad mu‟awadhᾱh, dan 
menurut Imam Malik memperbolehkan dijadikannya objek akad 
dalam akad tabarrū‟. Namun, Imam Malik memperbolehkan 
dijadikan objek akad dalam akad tabarru‟ terhadap barang-
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 barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, 
misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.  
4. Barang yang dijadikan objek akad haruslah jelas diketahui oleh 
kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan 
antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka 
tasharruf menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan 
berbagai cara, misalnya dengan menunjukan barangnya apabila 
barang ada di tempat akad, dengan dilihat, atau ditunjukkan, 
atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut. 
Syarat ini meurut kesepakatan fuqaha berlaku di dalam akad 
mu‟awadhᾱh maliyᾱh. Adapun untuk akad ghᾱir mu‟awadhᾱh, 
maka para ulama berbeda pendapat, Syafi‟iyah dan Hanabilah 
mensyaratkan juga di dalam akad mu‟awadhᾱh  ghᾱir maliyᾱh 
seperti akad nikah, dan akad tabarrū‟, seperti hibah dan wakaf. 
Hanafiah tidak mensyaratkan dalam akad tabarrū‟ seperti wasiat 
dan kafalah. Malikiyah hanya mensyaratkan di dalam akad 
mu‟awadhᾱh maliyᾱh, sedangkan untuk akad mu‟awadhᾱh 
ghᾱir maliyᾱh dan akad tabarrū‟ tidak mensyaratkannya. 
5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan 
tidak mutᾱnajis. Syarat yang kelima ini dikemukakan oleh 
jumhur ulama selain Hanafiah. Dengan demikian, barang-barang 
yang tidak suci atau najis dan tercampur najis tidak sah 
dijadikan objek akad. Contoh benda yang najis seperti anjing, 
 babi dan darah. Contoh mutᾱnajis seperti susu benda-benda 
yang diperselisihkan  najisnya untuk dijadikan objek akad, 
seperti burung bulbul yang didengarkan suaranya, bukan 
dimaksudkan dagingnya. Akan tetapi, kelompok Hanafiah tidak 
mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan 
menjual jenis barang yang najis, seperti bulu babi dan kulit 
bangkai untuk dimafaatkan, kecuali benda-benda yang jelas 
dilarang, seperti bangkai dan darah. Pedoman yang digunakan 
oleh Hanafiah adalah setiap benda yang manfaatnya halal 
menurut syara‟ maka benda tersebut boleh dijual, karena benda 
diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 29: 
                   
                    
Artinya:  “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, 
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui 
segala sesuatu”.43 
 
c. Maudhū‟ al-„ᾱqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam 
akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari 
penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah 
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 ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk 
dimilikinnya tanpa ada pengganti („iwᾱdh). 
d. Shighat al-„ᾱqd ialah ῑjᾱb dan qabūl, ῑjᾱb ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangan qabūl 
ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang 
diucapkan setelah adanya ῑjᾱb. 
Hal hal yang harus di perhatikan dalam shῑghat al-„ᾱqd ialah:44 
1. Shῑghat al-„ᾱqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ῑjᾱb 
qabūl harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya 
seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut 
masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; 
apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, 
atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda 
ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”. 
2. Harus bersesuaian antara ῑjᾱb dan qabūl. Tidak boleh antara yang 
berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang 
berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi 
yang mengucapkan qabūl berkata, “aku terima benda ini sebagai 
pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ῑjᾱb dan qabūl akan 
menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam 
karena bertentangan dengan ishlah di antara manusia. 
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 3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau 
ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling 
ridha. 
Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang 
ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang 
dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama 
menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.
45
 
a. Dengan cara tulisan (kitᾱbah), misalnya dua „ᾱqid berjauhan 
tempatnya, maka ῑjᾱb dan qabūl dengan cara kitᾱbah. 
b. isyᾱrat, bagi orang-orang tertentu akad atau ῑjᾱb dan qabūl 
tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya 
seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ῑjᾱb qabūl 
dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak 
mampu mengadakan ῑjᾱb dan qabūl dengan tulisan. Maka 
orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat 
melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. 
Dengan demikian, qabūl atau akad dilakukan dengan isyarat. 
c. Ta‟ᾱthi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan 
pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan 
imbalan kepada yang memberi tanpa ditetukan besaran 
imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai 
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 berikut “sesorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil 
pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut 
memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang 
memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang 
dikehendaki oleh pemberi ikan”. Proses seperti ini dinamakan 
ta‟ᾱthi, tetapi meurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak 
dibenarkan. 
d. Lisᾱn al hᾱl, menurut sebagian ulama, apabila seseorang 
meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian 
dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam 
diri saja, hal itu dipandang telah ada akad (titipan) antara orang 
yang meletakan barang dengan jalan dalᾱlat al-hᾱl. 
4. Syarat Syarat Akad  
Setiap pembentukan „ᾱqad atau akad mempunyai syarat yang 
ditentukan syara‟ yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat yang bersifat 
umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai 
berikut:
46
  
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah 
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang 
berada di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya. 
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.  
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 c. Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan „ᾱqid yang 
memiliki barang. 
d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟ seperti jual beli 
mulᾱsamah.47 
e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rᾱhn 
dianggap sebagai imbalan amanah. 
f. ῑjᾱb itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. 
Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum 
kabul, maka batallah ijabnya. 
g. ῑjᾱb dan qabūl mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 
berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ῑjab tersebut 
menjadi batal. 
5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad 
Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam 
suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak 
lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi 
pihak lain.
48
 
Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). 
Asas ini berpengaruh dalam suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, 
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 maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak atau perjanjian 
yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
49
 
a. Al-Hūrriyah (kebebasan) 
Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan 
prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan 
akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of 
making contract); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan 
syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila 
terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan 
selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
b. Al-Musᾱwah (Kesetaraan) 
Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang 
melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu 
dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban 
masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan. 
c. Al-„Adᾱlah (Keadilan) 
Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Quran menekankan 
agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas 
ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut 
untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, 
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 
kewajibannya. 
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 d. Ar-Ridhᾱ (Kerelaan) 
Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara 
masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya 
semua transaksi. 
e. Ash-Shῑddiq (Kejujuran) 
Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam 
dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk 
apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak 
yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan 
melakukan pemalsuan. 
f. Al-kitᾱbah (Tertulis)  
Akad harus dilakukan dengan melakukan kitᾱbah (penulisan 
perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu 
perlu ada pihak saksi, rᾱhn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip 
tanggung jawab individu. 
Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:
50
 
1. Ījᾱb dan Qabūl. ῑjᾱb qabūl harus jelas, selaras dan tidak terhalang 
sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. ῑjᾱb 
qabūl  bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan 
perbuatan. 
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 2. Pelaku Kontrak. Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, 
bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas serta 
memiliki wewenang terhadap objek kontrak. 
3. Objek akad. Objek kontrak secara umum harus ada atau terwujud 
ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat 
diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli 
salam, istishnᾱ‟, dan ijᾱrah, karena pertimbangan maslahat dan telah 
menjadi „ūrf. 
4. Akibat hukum kontrak. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
 
6. Macam-macam Akad 
Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran 
berlainan objeknya, hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu 
untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih 
mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa 
segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut 
syara‟. Maka akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak 
shahih.
51
 Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan 
akad tersebut: 
a. Akad Shahῑh 
Akad Shahῑh yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh 
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 akibat hukum yang ditimbulkan akad-akad itu dan mengikat bagi para 
pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama 
Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 
1) Akad Nᾱfiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang 
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak 
ada penghalang untuk melaksanakannya. 
2) Akad Maūquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk, 
melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang 
dilakukan oleh anak yang telah mumayyis. 
b. Akad Tidak Shahῑh 
Akad tidak Shahῑh yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun 
dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku 
dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama 
Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: akad 
bᾱthil dan akad fᾱsid. Suatu akad dikatakan bᾱthil apabila akad itu 
tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari 
syara‟. Sedangkan akad fᾱsid menurut mereka adalah suatu akad yang 
pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. 
1. „Akad Mūnjiz 
Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya 
akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah 
 pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula 
ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
52
 
2. „Akad Mu‟ᾱlaq 
Adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya 
pembayaran. 
3. „Akad Mudhᾱf 
Adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat 
yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad pernyataan yang 
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum 
mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan. 
7. Berakhirnya Akad 
Akad berakhir apabila:
53
 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 
waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir 
jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah 
satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyᾱr 
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 syarat, khiyᾱr aib, atau khiyᾱr ruqyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan 
oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara 
sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para 
Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad 
yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa. 
B. Mudhᾱrabah muqayyadah 
1. Pengertian Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Berasal dari kata al-dhᾱrb, yang berarti secara harfiah adalah 
bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-
Muzzammil 20 sebagai berikut: 
                       
Artinya: “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia 
Allah”.54  
 
Selain al-dhᾱrb, disebut juga qirᾱdh yang berasal dari al-qᾱrdhu, 
berarti al-qᾱth‟u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya 
untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi, 
menurut bahasa, mudhᾱrabah atau qiradh berarti al-qath‟u (potongan), 
berjalan, dan bepergian.
55
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 Sedangkan mudhᾱrabah muqayyadah sendiri adalah bagian dari 
mudhᾱrabah yang artinya yaitu penyerahan modal dengan menentukan 
jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa yang mengerjakannya 
atau mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu. 
2. Dasar Hukum Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Melakukan mudhᾱrabah adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya 
ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mᾱjah dari Shuhaib r.a.  
bahwasanya Rasulullah bersabda: 
 َث َل ٌث َّنِهْيِف  َر َبْلا ْي َبْلا ُةَك َو ُةَضَراَقُمْلاو ٍلَجَا ىَىِلإ ُع ْلَخ ِعْي َبِْلل ِْيِْع َّشلِاب ير ُبْلا ُط  
Artinya: “ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, 
memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga 
bukan untuk dijual”.56 
Diriwayatkan dari daruquthni bahwa hakim Ibn Hizam apabila 
memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan 
digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan 
dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari 
larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada 
hartaku”.57 
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 Dalam al-Muwaththa‟ Imam Malik, dari al-A‟la Ibn Abd al-Rahman 
Ibn Ya‟qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan 
harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.
58
 
Qirᾱdh atau mudhᾱrabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman 
Rasulullah SAW, beliau tau dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat 
menjadi Rasul, nabi Muhammad telah melakukan qirᾱdh, yaitu nabi 
Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-
barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.
59
 
Ulama fiqh sepakat juga bahwa mudhᾱrabah disyaratkan dalam Islam 
berdasarkan Al-Qur‟an antara lain: 
 
Q.S Al-Jumȗ’ah (62) penggalan ayat 10 
 
                        ...     
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka 
bumi dan carilah karunia Allah”.60 
Q.S Al-Baqarah (2) ayat 189 
                     
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhan-Mu”.61 
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 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak melarang seorang hambanya 
untuk mencari rezeki di bumi untuk kehidupan sehari-hari, asalkan rezeki 
yang dicari adalah rezeki halal dan tidak mengandung riba. Seperti firman 
Allah SWT pada Q.S An-Nisᾱ‟ (4) ayat 29 sebagai berikut: 
                        
                       
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.62 
   
3. Rukun dan Syarat Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Menurut ulama Syafi‟iyah, rukun mudhᾱrabah ada enam, yaitu:63 
1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik 
barang; 
3. Akad mudhᾱrabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; 
4. Mᾱl, yaitu harta pokok atau modal; 
5. „Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; 
6. Keuntungan. 
Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudhᾱrabah adalah ijab dan kabul yang 
keluar dari orang yang memiliki keahlian. 
                                                                                                                                                                      
61
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2006), h.29. 
62 Ibid., h.83. 
63
 Sohari Sahari dan Ru‟fah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 
h.205. 
 Syarat-syarat sah mudhᾱrabah berhubungan dengan rukun-rukun 
mudhᾱrabah itu sendiri antara lain sebagai berikut:64 
1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 
Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), 
emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut 
batal. 
2. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan 
tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 
orang gila, dan orang orang yang berada di bawah pengampuan. 
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 
modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 
perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik 
modal haruslah jelas presentasenya, umpamanya setengah, 
sepertiga, ataupun seperempat. 
5. Melafazkan ijab dari pemilik moodal, misalnya aku serahkan uang 
ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua 
dan kabul dari pengelola. 
6. Mudhᾱrabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat 
pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, 
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 memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu 
tertentu, sementara di waktu lain  
4. Sifat Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Ulama fiqih sepakat bahwa akad dalam mudhᾱrabah sebelum 
dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim  apabila sudah 
dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, 
ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan 
seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut pendapat Imam 
Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni 
tidak dapat diwariskan. 
5. Kedudukan Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Hukum mudhᾱrabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-
perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam 
mudhᾱrabah (qirᾱdh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola 
modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, 
maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam 
pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakᾱlah.65 
Ketika dikelola oleh pengelola, harta tersebut di bawah kekuasaan 
pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta 
tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak 
bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila 
kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya. 
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 Ditinjau dari segi akad, mudhᾱrabah terdiri atas dua pihak, bila ada 
keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan presentase 
yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka 
mudhᾱrabah juga sebagai syirkah.66 
Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, 
pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, 
sehingga mudhᾱrabah dianggap sebagai ijᾱrah (upah-mengupah atau 
sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-
ketentuan mudhᾱrabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah 
terjadi kecacatan dalam mudhᾱrabah, kecacatan yang terjadi menyebabkan 
pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab.
67
 
6. Pembatalan Mudhᾱrabah Muqayyadah 
Mudhᾱrabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai 
berikut:
68
 
1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudhᾱrabah. Jika 
salah satu syarat mudhᾱrabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah 
dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola 
mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena 
tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 
menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut 
untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi 
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 tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh 
yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab 
sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya. 
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan 
dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal 
bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab 
kerugian. 
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah 
seorang pemilik modal meninggal dunia, mudhᾱrabah menjadi batal. 
4. Pemilik modal murtad, yaitu apabila pemilik modal keluar dari Islam 
atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh 
serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam 
Abu Hanafiah, hal itu membatalkan mudhᾱrabah, sebab bergabung 
dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan 
keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang 
murtad dibagikan di antara para ahli waris. 
5. Modal rusak di tangan pengusaha, artinya jika harta rusak sebelum 
dibelanjakan, mudhᾱrabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus 
dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. 
Begitu pula, mudhᾱrabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada 
orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. 
 
 C. Tinjauan Pustaka 
Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian 
yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian 
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari 
tejadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas 
perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara 
lain: 
1. Penelitian yang dilakukan Meyrisa Tria Andryani (2018) yang berjudul 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha 
Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten 
Gresik”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha bengkel dinamo di 
pelabuhan Gresik dilakukan dengan cara pihak pertama menanamkan 
modal pada usaha bengkel, sedangkan pihak kedua (pengusaha) bertugas 
untuk mengelola usaha pada bengkel tersebut. Praktik kerjasama antara 
pemilik dan pengelola telah ditentukan bahwa setiap bulan penanam 
modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang 
ditanamkan, sedangkan pengelola akan mendapatkan sisa dari keuntungan 
setelah dibagikan kepada penanam modal, kerugian akan ditanggung oleh 
pemilik modal namun selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola 
usaha maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut 
Merysa pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo 
penetapan pembagian keuntungan yang telah ditentukan diawal ini 
 bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan apabila usaha tersebut 
ramai pengunjung ataupun sepi maka penanam modal akan tetap 
mendapatkan keuntungan sebesar 10%, menurut hukum Islam akad 
kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo tidak diperbolehkan 
dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi fasid 
karena melanggar syarat sahnya akad yaitu adanya penentuan keuntungan 
pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada 
pembagian keuntungan untuk pengusaha. Adapun persamaan penelitian 
ini dan penelitian yang dilkukan oleh Merysa Tria Andryani adanya unsur 
tolong menolong dan menggunakan akad secara lisan dan tertulis serta 
sama-sama melanggar syarat sahnya akad. Perbedaannya adalah bagi hasil 
dalam penelitian Merysa Tria Andryani akadnya fasid serta mengandung 
unsur riba di dalamnya. 
2. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik 
Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha 
cucian mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama 
dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk 
mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal 
dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua 
dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan 
pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil 
keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola 
 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi menjadi dua. 
Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila pemilik dan 
pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian 
selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik 
modal.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa 
menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka 
dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat 
pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau 
periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan 
kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang di 
peroleh sesuai dengan konsep mudhᾱrabah muqayyadah yaitu akad yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk 
suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun 
seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil 
berdasarkan konsep mudhᾱrabah muqayyadah seperti yang beliau 
paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai 
kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola 
maka ditanggung oleh pemilik modal. 
Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ferinda Tiaranisa adalah kesepakatan yang disepakati oleh pemilik 
dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang 
terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan 
 akibat dari kelalaian pengelola serta bagi hasil diberikan pada saat 
pekerjaan sudah diselesaikan (akhir bulan). Sedangkan perbedaannya 
antara lain bagi hasil yang diberikan 45% dari hasil keuntungan 
sementara yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa bagi hasil yang 
diberikan 50% untu pemilik dan 50% untuk pengelola yang diperoleh dari 
keuntungan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul 
“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan 
Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini 
dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya 
dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua 
belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun 
cara pembagian hasilnya adalah 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik 
tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak 
tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar 1/3 cara 
pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi 
makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan 
tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. 
Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat 
kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah 
pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan 
tertulis. 
 Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang 
dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi hasil 
lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik menyediakan 
semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya menjalankan 
saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan 
disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. 
Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan 
pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggaap belum sesuai 
atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh 
pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga 
yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya 
dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni 
Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan 
dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada 
pengelola. 
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